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PIFiGATTg* NE8AKSI

Assalqmu' alaikum Wr. Wb.

S1'ukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadlirat Allah Swt. Jurnal
Hukum Khaira ummah volume l, Nomor 1, Maret 2006 yangditerbitkan
oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum universitas Islam Sultan Agung
(LNISSULA) Semarang, dapat hadir dihadapan sidang pembaca budiman.

Sejalan dengan motto UNISSULA "Bi.smillah Membangun (icnero.si
Khaira ummah", kehadiran Jurnal Hukum ini diharapkan dapar rneniadi
wahana penuangan gagasan-gagasan hukum progresif, responsif dan sarat
dengan nilai-nilai islam yang universal. Progesivisme bertolak dari
pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah bark (haniJ),
memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai
modal penting bagi membangun kehidupan menuju generasi ummat terbaik
(khaira ummoh), khususnya kehidupan berhukum dalam masyarakat. Hukum
bukan raja, melainkan aiat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang
berfungsi memberikan rahmat kepada manusia dan dunia (rahmatan lil
'alamin).

Edisi perdana kali ini mengusung beberapa tulisan aktual, diawali
dengan "Gagasan Pendidikan Hukum Progresif' dari begawar hukum Prof.
Dr. Satjipto Rahardjo, dilanjutkan Dr. FIM Ali Mansyur yang mengupas
tuntas "Tanggung Jawab Produsen versus Hak Gugat Konsumen (Studi
Mekanisme Penyelesaian Konsumen - Produsen dalam sistem Distribusi
Pemasaran Produk)."

Mustaghfirin Abdul Rachman mencoba mengkaji dan menemukan
beberapa cita hukum ekonomi yang dijiwai nilai-nilai ekonomi Islam, dalam
artikelnya: "Konstruksi Cita Hukum (Rechtsidee) Ekonomi Islam dalam
Realitas Individu-individu Mayoritas Bangsa indonesia dalam Perspektif
Teori Interaksionis Simbolik", Sri Kusriyah mengelaborasi "Prinsip-prinsip
Islam dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara", sedangkan Amin
Purnawan menyoroti "Pengembangan Ilmu Hukum Berparadigma Sosiologis :

Perjalanan Menuju Hukum Modern", Ny. Sukarmi membahas tentang "Hak
atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Perguruan Tinggi (LPT)", diakhiri
dengan Analisis Akhmad Khisni seputar "Hukum dan Moralitas: Perspektif
Hukurn Islarn".

Perlu kami informasikan bahwa Jurnal Hukum Khaira Ummah
Volurne 1, Nomor 2, insya Allah akan terbit kembali pada bulan September

JURNAL HUKUM KHAIRA UMMAH VAL. l. NO. 1 MARET 2A06. Hat : 1-111



Fi

2006. Untuk itu kami mengundang seluruh sivitas akademika Fakultas
Hukum UNISSULA, kalangan dosen dan praktisi hukum, serta sidang
pembaca pada umumnya dapat memberikan kontribusi tulisannya.

Semoga artikel yang kami sajikan bermanfaat, dan dapat turut
mewarnai academic atmosphere di kampus tercinta. Kritik dan saran
membangun selalu diharapkan untuk perbaikan penerbitan mendatang.

Wassalavnw'slaikum W'r. Wb.

Redaksi

u JURNALHUKUM KHAIRA UMMAH VOL. l. NO. 1 MARET 2006, Hal: 1-11'!
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PRINSIP-PRINSIP ISI,AM
DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA

Oleh: Sri Kusrivah *

Abstract

The existence of human beings in the eurrh is as a khalifah who is given ah
imporlant mandate to manoge the eurth a.s a goal to service the Almighty
God (Allah Stvt). Lglom teac'hs some principle.s which are taken ,from al
Qur'an and Huclits,namely: rnondate principle, meeting justice. equality,
recognition, responsibility, the protectittn rlf human rights, thc need af
leaders, loving each others, helping euch orher,s, obedience and brotherhood.

Kata kunci : Prinsip,Islam, Kekuasaan, Negara

I. PENDAHULUAN
Negara memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup

tidak dalam satu kekua-saan Negara, hal ini di karenakan manusia tidak biasa
hidup sendiri tanpa ban-tuan orang lain. seperti yang di katakan oleh
ARISTOTELES manusia sebagai mahluk sosial atauZoonPolitikon. Imam al
Gozali mengatakan bahwa manusia adalah makluk yang diciptakan, oleh
sebab itu dia sama sekali tidak bisa hidup menyendiri, tetapi sangat
membutuhkan orang lain yang selalu bersama-sama clengan dial. selanjutnya
dikatakan manusia membutuhkan kelompok itu ada dua sebab; pertama untuk
kepentingan keturunan, dan kedua untuk kebutuhan lain seperti makan,
sandang, pendidikan yang utama untuk kebutuhan pertumbuhan anak-
anaknya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka membentuk
keluarga, kelompok masyarakat kemudian menjadi Negara, sebagaimana
dikatakan Aristoteles dalam bukunya Politika menerangkan asal mula dan
perkembangan Negara bahwa terjadinya Negara karena penggabungan

Lektor Kepala Fakuitas Hukum Unissula, Sekretaris Bidang Keuangan Magister
(S2) Ilmu Hukum Unissula, Alumnus Magister Hukum Unair Surabaya

'Harun Khan Sherwani, islam Administrasi Negara, (mempelajari pendapat
sarjana), Tinta Mas, Jakarta, 1964.hal. 137
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keluarga menjadi satu kelompok yang iebih besar, kelompok itu bergab'::;

iugi rtlngga menjadi Negara2'. rvrgnuyt Thomas Hobbes dalam bukun-' '
bJrjudulLviatan *.n gut"ukun : 

J "Keadaan manusia sebelum adanya Ne ga: :

i# *usm dalam kead"aan alamiah di mana manusia hidup daiam keadr'-

alam bebas tanPa ikatan aPaPun"'

Dalamkeadaandemikianmanusiasalingbermusuhan,sal::';
menganggap lawan, maka terjadilah selalu perlawanan atau peperang-

SeorangmelawanSeorang'seOranagmelawanSemuaorang,keadaaninii=:.
yorrg dlr"Uut Bellum Omlnes Contra Ontnes. Sela'jutnva dikatakan n:rer';::

itu menghendaki supa.va ada perdanraian manusia itu lalu mengada""-

ferjanjia:n yang disebut dengan perjanjian rnasyarakat untuk membenr-

*ury*utot'clan selanjutnya disebut N.g;rru. Dalam perjanjian masyarakat ;:-

mereka menunjuk seorang penguasa yang cliserahi untlrk menyelenggarak'-

ferdamaian teisebut v*;ii sebut Raja, maka raja mempunyai kekuas:'-

yang absolute.

SarjanalainyangberpendapatbahwasebelumterjadinyaNeg-'
manusia dalam alam beb-as adaiah Rousseau namun ajarannya jauh be-rbe:'

dengan Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa kekuasaan raja sifatr-''

mutlak, sedangkan Rousseau menganggap bahwa raja itu berkuasa sebas'

wakil rakyat dan menjalankan kekuaaan aias nama rakyat, maka setiap rval::-

,uiu aupui diganti atau di geser apabila raja tidak melaksanakan kemau-"

*rJa*u'*n rakyat inilah yang kemudian memiliki kekuasaan terting:-

yurrg -"n.ntukan putusan tertinggi dun dikenal dengan ajatan kedaulat=

rakyat.

Dalam konsep Islam, bumi dan alam semesta di ciptakan Allah S\"1.

di penrntut* Uugi'-*uriu rrntuk dikelola dengan baik dalam rang-'-

kelangs,mgan hidtrinya, sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat -'.-

guqur"uh fat 30 tuit'artinfa: "f)an ketika Allah berfirman kepada p-'
malaikat, ,"r.rngg,rt rriu aku hendak menjadikan seorang Khalifah di mu-,;'

bumi".

Kemudian dalam surat Al Hujarat ayat 13 yang artinya: ..Hai manu'-<::

sesungguhnya t"*i ciptakan akan kamu dari seorang iaki-laki da-

p.r.rrip:rrun, dan t<ami 3aa*an kamu bersuku-suku dan berbangsa-bang=".

2 Soehino, Ilmu Negara, Liberry, Jogiakarta, 1980'

'Ibid, hal.98-100.
ulbid, hal.98-1oo
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untuk saling mengenal". Dalam surat Ali Imron ayat26 Allah berfirman yang
artinya: "Katakaniah wahai tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan
kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan
orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau
kehendaki dan engkau hinakan oarng yang engkau hendaki, ditangan
errgkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala
urusan". Kemudian dalam surat Al An'am ayat 165 artinya: "Dan dialah yarlg
menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian
kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji kamu tentang
apa ),ang diberikan-Nya kepadamu" .

Dari 
^yal-ayaI 

tersebut diatas menunjukan bahwa adanya bumi
termasuk Negara adalah sudarh dikehendaki oieh Allah SWT, dan manusia
diberi amanah untuk mengelola bumi ini, Allahlah pemilik kerajaan dan
Allah memberikan kepada manusia yang dikehendaki dalam rangka untuk
menguji ketaqwaannya kepada Allah SWT, oleh sebab itu Allah SWT
memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana melaksanakan amanah Allah
dibumi ini baik yang telah di firmankan dalam Al Qur'an maupun dalam
teladan Rosulullah SAW.

II, PRINSIP-PRINSIP IsLAM DALAM
MENYELENG GARAKAN NEGARA

Pemikiran tentang Negara dikalangan sarjana barat terutama pada
masa pencerahan / Renaisance dengan tokohnya antara lain Nicola
Machiavelli pada masa itu menulis buku yang berjudul principe (sang
pangeran) yang mengatakan bahwa kehidupan Negara harus dengan tegas di
pisahkan dengan asas-asas kesusilaan, seorang penguasa tidak perlu bersifat
jujur, kalau nilai-nilai agama akan di gunakan maka sekedar pura-pura, orang
boleh melakukan apa saja sepanjang untuk kepentingan tujuan Negara,.t
Pemikiran Nicola Machiavelli tentang Negara dapat dinilai setelah
berpengaruh dalam pembentukan sekularisme di kemudian hari, seperti
Thomas Hobbes, Jhon Locke Montesqiuiea yang mengatakan bahwa
terjadinya Negara bukan karena kehendak Tuhan akan tetapi karena adanya
perjanjian masyarakat, yang terkenal dengan teori hukum alam. Sarjana lain
adalah Hugo De Groot (Grotius) yang mendasarkan teorinya pada hukum

s Soehino, Op. Cit. hal. 66
u Ibid, har. 97
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alamyangberpendapatbahwaNegaralahirkarenaaclanyaperjanjian,tetap:
perjanjian itu tidak li'i*t"*i oleliTuhan melainkan karena dorongan rast"

nrannsia sebagai d.*r ;#;;;.;;;J;;;ikiran sekuler ini dilanjutkan oletr*

sarjana-sarju.ru *oit* ttptnl Max tvei yang mengatakan Negara sebagar

asosiasiyangmenyelenggarakanpenertibandalamdalamsuatumasyalaKa:
dalam suatu wilayJ;;;"" system hukum yang cliselenggarakan oleh suar.t

pemerintahan yang u*t'tt"in' aiUeri fttftt*1u" t11* -":,1|'a't Ktantn Burgi

mengatakan Negurafada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan -vang

cliciptakan tnanusia yang disqbut bangsa' 
8

SarjananluslimlbnuKholdunmengemukakansuatutipologiNega.'.
rtsnsrtn tolak trkur kekuasaiin' ia membagi Negara menjadi dua keiompc*

viritit:" pertama N.;;;; l"lam keklasaan"atmian (Mulk Tabii)' dan kedu'

Negara dengan .,JL"tuoraan politik (Mulk Siyasi). Tipe Negara pertanis

ditandaiolehkekuasaanyang'"*""u"g-*""utg.(Despotis)dancenderuni
pada hukum rimba, disini l"unggulai -dan 

keku":iT sangat berperar"

keadilan aiauaitariia n).rgr.*rint"u-ritun Negara yang iiclak beradaban' Tipe

;;;;y""g kedua dibagi menjadi tiga macam vaitu:

1. Negara ft"ntttiuto"fio*ottuti Islam / Siyasah Diniyah

t" Neia.a hukum sekuler I Siyasah Aqliyah

;: N;;;" Republik Plato / Sivasah Madanivah

KarakteristikSiyasahDiniyahmenunttlbnuKholdunialahkecuali.r-

Qur'an dan dan sunat'' akal manutiu 
-**u-tama 

berperan dan berfunes:

dalamkehiclupanNegara.Husainil"neey""tanistilahNegaraSyari'a:

""*t 
Siyasah Diniah atau Nomokrasi Islam""

Selanjutnya Ibnu Kholdum mengatakan bahwa :"guT-!?::Y?"i:
mempunyai dasa.-dasar diatas. Satu daritua dasar moral yang penttng 'vai*

perasaan k.r^r"';;;';;;;"; k;k"b-pokan " Group Mind" atau ashbil a:'

yang sehat dan agama'^^

Imam Al Ghozali mengatakan bahwa hubungan yang tepat ( P-
ExactRelation)diantarax"g*udu,,agamakeduanyasepertisaudr.

7 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik'Gramedia Jakarta' 1989' hal' 1 0

;3f-rt+lffl 
ltrruri,Negara 

Hukum, suatu studi prinsip-prinsip dilih-a1 1"': 
t..^gi

hukum Islam, implementasi pada periode Negara madinah, iencana, bogor, 2003' hal' i3

tolbid, Hal 14
It tbid, Harun Khan Sherrvani' hal' 142
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kembar, agarna adalah dasar kehidupan masyarakat manusia dan
pemerintahan, Negara menjadi pemeliharanya, sehingga jika dasar lemah,
semua bangunannya niscaya akan hancur jatuh, dan jika peme'intahan
berhenti niscaya tidak seorangpun akan melindungi dasar ini.12

Negara yang dalam pengurusan masalah kenegaraan dengan
berdasarkan syariat oleh para sarjana disebut dengan Siyasah Syariah, kata
siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus atau
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.l3 Secara terminology
Abdul Wahab Khalaf mengatakan siyasah adalah pengauran perundangan
yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta
mengatur keadaan.la Secara sederhana dapat dikatakan ketentuan
kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat
disebut Siyasah Syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Khalaf Siyasah
Syariah *le pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam
yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindamya kemudhorotan
dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat
Islam dan prinsip-prinsip_umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat
para ulama mujtahid ". Abdurahman Taj mengatakan Siyasah Syariah
sebagai hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisir
permasalahan-permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan
dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan kemaslahatan, walaupun
pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik dalam Al Qur'an maupun As
sunnah.l6

Dengan menganalisis definisi diatas dapat ditentukan hakekat Siyasah
Syariah adalah:17
l) Bahwa Siyasah Syariah berhubungan dengan pengumsan dan pengaturan

kehidupan manusia
2) Bahwa pengaturan dan pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan

tt Muh lqbal, Fiqih siyasah, kontektual, doktrin Hukum Islam, Gaya Media
Pratama, Jakarta, 2001

tt Ibid, hal. 3
ra Suyuti pulungan, Fiqih siyasah (ajaran sejarah dan pernikiran), PT. Garlrmda

PersadqJakarta. 1994. hal. 3
t' Ibid, hal.5

'u Ibid, hal. 6
17 lbi4 hal. 7
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3)

4)

Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan
kemaslahatan dan menolak kemudhorotan
Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau
semangat syariat Islam yang universal.

Untuk mengatur bahwa suatu kebijaksanaan politik yang keluarkan
pemegang kekuasaan dengan semangat syariat, setidaknya perlu diperhatikan
prosedur dan subtansinya. Dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut
dilakukan secara musyawarah, sedangkan dari subtansinya harus memenuh.
kriteria-kriteria sbb: r8

1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam
2) Meletakkan persamaan, kedudukan manusia di depan hukum dan

pemerintahan
3) Tidak memberatkan masyarakat
4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

Adapun prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dalam
pengelolaan Negara antara lain:
l) Amanah

Islam mengajarkan kepada setiap manusia yang diberi amanah untuk
menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, hal
ini ditegaskan dalam Q.S Al Nisa ayat 58 yang artinya: "sesungguhnya Allah
memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepacia yang berhak
menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha
mendengar dan maha melihat".

Dalam kontek kekuasaan Negara, perkataan arnanah dapat dipahami
sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu
kekuasaan dapat disebut mandate yang bersumber atau berasal dari Allah
SWT. Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan
suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan
sebaik - baiknya sesuai prin'sip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam

tt Islam untuk disiplin ilmu Hukum, tim penyusun departemen agamaRl, Jakarta,
2000,hal.241
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Al Qur'an dan dicontohkan oleh sunah Rosul.re

2) Prinsip Musyawarah
Islam mengajarkan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip

dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara, sebagaimana tercantum dalam
Al Qur'an Surat Al Syuro ayat 38 yang artinya: "...adapun urusan
kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". Kemudian
dalam Surat Ali Imron ayat 159 yang artinya: "...dan bermusyawarahlah
engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan
kemasyarakatan". Dalam ayat ini terdapat perintah kepad Nabi Muhammad
sAw untuk bermusyawarah daiam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, dan
perintah ini tentunya dapat ditunjukan bagi umat Islam.

Nabi Muhammad sAw selalu mengambil keputusan setelah
melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, ada 14 orang yang diminta
pendapatnya dalam musyawarah, 7 orang dari muhajirin dan 7 orang dat',
anshor. Mereka dipilih karena mereka adalah pemimpin kaumnya, sehingga
masing-masing dapat menyampaikan dan menyalurkan aspirasi kaumnya,
beliau juga meminta pendapat kepadq yang lain, selain mereka hanya saja
bedanya mereka seperti majelis sy*o.'O

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar
gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan
suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan, dilihat dari
sudut kenegaraan maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional.2l
Sebagai suatu prinsip Al Qur'an tidak mengatumya secara rinci dalam
pelaksanaanya sepenuhnya diserahkan kepada manusia tentang prosedurnya,
Nabi Muhammad SAw telah memberikan contoh ketika beliau memimpin
Negara Madinah. Beliau selalu bermusyawarah setiap kali ada permasalahan
dalam kehidupan kenegaraan, tradisi ini diteruskan dan dilanjutkan oleh
keempat kholifah yang mengganti kedudukan Nabi sebagai kepala Negara.

3) Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan

'nAbdulqodim zullum, Sistem pemerintahan Islam, Al izah, bangil, 2002,ha|.22
'" Muhammad S Elwa, Sistim Politik Dalam Pemerintahan Islam, Bina llmu,

Surabaya, 1983, hal. 144
ttop. cit. Thahir Azhxi,hal. l lg
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Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berbuat adil, seperti frrman
Allah dalam Al Qur,an surat Al Nisa ayat 135 yang artinya : "Wahai orang-
orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau

Ibu Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia (terdakrva) kaya ataupun miskin
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena menyirnpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar
balikankata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha

mengetahui yang kamu kerjakan". (Q.S. 4. 135)

Menurtrt Muh.Thahi r Azharidari ayat tersebut dapat ditarik tiga garis

hukurn yakni2z
l. Menegakkan keadilan adaiah kewajiban orang-orang yang beriman
2. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena

Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil
3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu

Dalam prinsip Islam seperti yang diungkapkan oleh Marcel A'
Boisard bahwa keadilan merupakan pusat gelak dari nilai moral yang pokok,
maka keadilan merupakan salah satu prinsip dalam Al Qur'an, hal ini
dijelaskan karena: 23

1. Allah sendiri mempunyai sifat maha adil, keadilannya penuh dengan

kasih sayang kepada makhh:k-Nya.
2. Dalam Islam keadilan adalah kebenaran, kebenaran adalah salah satu

Nama Allah. Dia sumber kebenaran yang dalam Al Qur'an disebut Al
haq, keadilan dan kebenaran dapat diumpamakan bagai saudara kembar
yang sulit dipisahkan.

3. Keadilan yang berasal dari perkataan adil dalam bahasa arab dari segi

emitologi artinya sama, ia menunjukan suatu keseimbangan atau dalam
posisi pertengahan.

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan fungsi kekuasaan Negara,

fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi.penyelenggara Negara atau

pemeritahan sebagai pemegang kekuasaan yaitu: -'

ttOp. Cit. Tim penyusun Naskah IDI Hukum, hal.295
t'rbid, hal.296
2a Op Suyuti Pulungan, hal. 16-20
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1. Kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur dan
bijaksana, seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan nikmat
keadilan yang dari kekuasaan.

2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya,
hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi
siapa saja tanpa memandang kedudukan.

3. Kewajiban penyelenggara Negara untuk mewujutkan tujuan masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera dibawah keridhoan Allah SWT.

4. Prinsip persamaan

Prinsip ini terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 213 yang artinya:
"Manusia adalah umat yang satu", kemudian dalam surat Al Hujjarat ayat 13
yang artinya: "Hai manusia ssungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan perempuan, dan kamijadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling
mulia diifiiara kamu disisi Allah adalah or*g yutrg fAing-taqwa ai*t*u
kamu".

4) Prinsip Kepemimpinan
Terdapat dalam Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 118 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu ambil menjadi teman
kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu, karena mereka tidak
henti-hentinya menimbulkan kemudhorotan bagimu, mereka menyukai apa
yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian dimulut mereka, dan apa yang
disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami
terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya. Surat An
Nisa ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan
taatilah RosulNya dan Uli amril diantara kamu".

5) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi
Manusia

Dalam prinsip Islam hak asasi manusia tidak seperti yang terdapat
dalam Al Qur'an surat Al Isro ayat 70 yang artinya: "Dan sesungguhnya kami
telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami tebarkan mereka di darat dan
dilaut serta kami anugrahi mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan
mereka dengan kelebihan yang sempuma daripada kebanyakan makhuk yang
telah kami ciptakan".
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{
Adapun hak-hak tersebut antara lain:
a. Hak hidup

' Dalam Al Qur'an surat Ai Isro ayat 33 yang artinya:..Dan janganlah

\*u membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhya) meliinkan
dengan suatu alasan yang benar". Dan barang siapa dibunuh secara dholim,
maka sesungguhnya kami (Allah) telah membeii kekuasaan kepada ahli
warisnya (atau penguasa untuk menuntut pelaku), tetapi janganlah ahli waris
itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnva ia aaatatr orang-orang
yang mendapat pertolongan.

b. Hak asasi milik pribadi dan mencari nafkah
Terdapat dalam Al Qur'an Surat Al jumah ayat 10 yang artinya:

"Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebarlah di muka bumi, aan cariiatr
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

c. Hak berpendapat dan berserikat
Terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 104 yang artinya: ..Dan

hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan *".t".guh yung *ungk*,
rnerekalah orang-orang yang beruntung',.

d. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agarna
Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat256 yang artinya: ..Tidak 

ada
paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhoya teiah jelas jalan
benar daripada jalan yang salah". Kemudian dalam suiat Al Mumtahanah
ayat 8 yang artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan
berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak menerangi kamu karena agama
dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesunggutmyu Allah menfukai
orang-orang yang berbuat adil".

e. Hak kebebasan Dari Penganiayaan
Terdapat dalam Surat Al A'raf ayat 33 yang artinya: ,,Katakanlah

Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak
maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa yang melanggar ha"k manusia
tanpa alasan yang benar".

f. Hak Kebebasan Dari Rasa Takut
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Terdapat dalam surat Al Maid.ah-ayat 32 yang artinya: ,,Dan barangsiapa memelihara kehidupan manusia, maki seolah-olai dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya"

,Disamping. prinsip;prinsip yang terdapat dalam Al eru,an, dalamhadits Rosulullah juga terdapat prinsip-prinsip yang diajarkan dalam rangkapenyelenggara kekuasaan Negara, seperti y""g lra"pat dalam buk;t;Suluti Pulungan, antara lain: 2s - --r

i" Prinsip Kebuhihan Akan pemimpin
"Apabila ada. tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorangr:nram mereka menjadi pemimpin,i 6.n.aUu Daud)-
"Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka:'::ri ini kecuali ada salah seerang ai*t*u mereka yanj menjadi pemimpin

- relt:". f,F{. R.Ahmad).

: rtq;p Tanggung Jawab Seorang pemipin
-'Tiaptiap kamu adalah pemimpin_ dan bertanggung jawab terhadapq'r€ Jipimpinnya, seorang kepala Negara yan; mimimpin ,akyatmenir.€ung jawab atas mereka, dan seorang rar<i-rau adalah p"*i-ii'

mu:MFJI rumahnya dan bertanggung j awab atas- mereka,'. (Muttafaq, araih).

], !=-qrn Antara Hubungan Antara pemimin dan yang Dipimpinfc::sarkan persaudaraan Saling Mencintai
?mimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin

rmry reng''t^i mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, *.r.ku
',ryrnmu-:r'**r'- kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan p"mi-pin-
@E r:irnn i'ang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan
ilirmffiilr!ilrr$ 

=m.:inci karnu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknatrym' :!'-_{!jrad).

*h-q:: :rqs s€olang muslim mendengarkan
Wg *,'ernngi maupun tidak, kecuali jika

dan mentaati. perintah
ia diperintah untuk

"T'fr"os:-r-?.f-. ftI. R. Bu,t $ari)



"Akan datang kepada kamu sesudahku para penguasa, penguasa yang
baik akan memerintah kam': dengan kabaikannya, dan penguasa yang jahat
ak:.n rnemerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taati
seg;ir. yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu
uretu.s kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya
untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya". (Hadits yang
bersumber dari Abu Hurairah, sahabat Nabi).

5. Fernimpin Yang Tidak Konsisten dan Tidak Bertanggung Jawab
"Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang

'-,:emerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak
melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan keCustaan mereka itu dan
membantu kezaiiman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku
tidak masuk golongannya". (H.R.Ahmad)

o. Frinsip Tolong Menolong oleh yang Kuat atas yang Lemah dan yang
x,aya a\as;angMsk\n

"Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, ..r.r
hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tijab
naemiiiki kemampuan, dan barang siapa memiliki kelebihan bekal m.sh=
hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurang;n
bekal".

"Barang siapa yang memiliki makanan cukup tintuk dimakan ,j"oa
orang, maka hendaknya ia membaginya supaya cukup dimakan tiga orang_
Dzur barang siapa yang memiliki makanan untuk jatah empat orang, malia
he.l:'daklah ia membaginya supaya cukup dimakan lima orang atau enam
orailg". (H.R.Ahmad).

7. Prinsip Kebebasan Berpendapat
"Siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah

dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya
dan yang demikian adalah selemahJemah iman,,

"Sesungguhnya Allah meridhai bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa
5*r hendaknya menyembah-Nya dan jangan meny&utukanNya, bahwa
F*r berpegang pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah telah, dan
bahwa kamu mam!91i nasehat (kritik) terhadap orang-orang yang menjadi
pemimpin kamu". (H.R.Muslim).
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*Ada tigahal yang tidak membuat dengki hati seorang Muslim: Amal
1,ang ikhlas karena Allah, menasehati para pemimpin, dan mendatangi
jamaah kaum muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka".
(H.R.para ahli sunah).

8. Prinsip Persamaan di Depan Hukum
"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran

apabila acia seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan
tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum
atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya
aku akan potong tangannya". (H.R.Ahmad).

g. Prinsip dalam Mengangk atParaPejabat Negara atau Pelaksana Suatu
Urusan

"Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa
kehancuran" Ditanyakan: "Bagaimana yang dimaksut dengan
menghilangkannya?"'Beliau menjawab: "Jika suatu perkara diserahkan
kepada orang yang bukan ahlinya".

"Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan kaum
muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang
yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada brang itu, maka sungguh ia
telah menghianati Aiiah dan RosulNya".

Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan
itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu
mempertanggung jawabkannya. Tapi biia jabatan itu diberikan kepadamu
tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapatkan kekuatan
melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan suatu sumpah, kemudian
kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka
serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu".
(H.RAhmad)

10. Prinsip Musyawarah
"Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu 'dengan

musyawarah".

"Bermusyawarahlah kamu dengan. orang-orang yang memiliki
pemikiran tajam (ahl al ra-yi) tentang suatu hal dan iktrtilah mereka dalarn hal
itu".
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"Apabila salah seorang kamu meminta konsultasi kepada saudaranya,
maka henciaklah ia rnemberikan petunjuk kepada orang itu". (Ibn Majah).

"orang yang dimintakan nasehatnya adalah orang yang terpe rcaya".
(H.R.ibn Majah).

i l. Prinsip Fersaudaraan
"Janganlah kamu saling membenci. saling menghasut, dan saling

rnembelakangi, tapi jacilah kamu sebagai hamba Allah yang
bersaudara.Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan
saudaranya diatas tiga liari". (H.R.Bukhari).

"Seorang Musiim adalah saudara bagi Musiim yang lain',.
(H.R.Bukhari).

Ayat-ayat dan hadits diatas tampak bahwa Al eur'an dan Sunah
Rosul tidak menentukan system dan bentuk tertenfti mengenai kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, melainkan
dasar-dasamya saja. Tapi dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip itu dapat
dikembangkan system sosial pemerintahan dan system ekonomi sesuai
dengan tuntutan zaman. Artinya, system dan bentuk pemerintahan serta
teknis pengelolaan diserahkan kepada kehenda^k umat sesuai dengan masalah-
masalah duniawi yang timbui pada tempat danzamartmereka.

III. PENGATURAN KEKUASAAN NEGARA DALAM
PANDANGAN SYARIAT ISLAJVI

Al Qur'an adalah merupakan sumber utama dalarn syariat Islam,
disusul sumber hukum yang kedua adaiah sunah Rosul, akan tetapi banyak
hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan bermasyarakat dan
bemegara yang belum diatur secara tegas oleh kedua sumber hukum tersebut,
oleh sebab itulah disini digunakan akai manusia untuk menggali prinsip-
prinsip hukum yang diajarkan dalam Al Qur'an dan sunah Rosul agar dapat
dila.ksana^kan oleh manusia, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi
Muhammad sAw yang merupakan dialog antara Nabi dengan Mu'az ketika
diperintahkan nabi ke Yaman' sebelum berengkat dia ditanya Nabi:
"Bagaimanakah akan memutuskan apabila diajukan kepadamu sesuatu
perkara?" Mu'az menjawab: "Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah"
Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak menjumpai dalam kitab Allah?" Mu'az
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menjawab: "Dengan sunah Rosulullah sAw". Nabipun bertanya lagi:
"Apabila dalam Sunah Rosulullah

sAw tictak 
_ka-.nu iumpai lagi?" Mu'az mengatakan: .,Saya akan

barijtihat menggunakan pikiranku dan tidak akan mem6iarkan ,"rrruiu tanpa
memperoleh keputusan". Mendengar jawairan li{u,az ,jcmikian itu Nabi
menepuk dada Mu'az seraya mengatakan: "segala puji bagi Allah yang telah
mernberikan taufiq kepada utusan Rosulullah kepada hal yang melelakan
Rosulullah SAW". (H.R.B'.rkhari).

Syariat Islam dalam bidang muamalah kecuali berpedoman kepada Al
Qur'an dan sunah Rosul diperlukan adanya sumber lain yaitu Ijtihad. bumber
Ijtihat dalam bidang muamalah diperlukan sebab-sebab ayat Al eur'an dan
Hadits-hadits Nabi pada umumnya memberikan pedoman-pedoman dalam
bentuk garis besar, berupa kaidah-kaidah umum y*g ,rulisasinya amat
banyak tergantung kepada pe3kembangannya hidup masyarakat disuatu
tempat dan pada massa tertentu.26

upaya manusia dengan menggunakan akal untuk memahami hukum-
hukum Islam disebut dengan fiqh. Secara terminology (istilah) menurut
ulama-ulama Syara' (Hukum Islam), Fiqh adalah pengatahuan tentang
hukum-hukum yang sesuai dengan Syara' mengenai amal perbuatan yang
diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili (terinci yakni dalil-dalil atau hukum
khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al eur'an dan srmah.,, dari definisi
ini dapat dipahami bahwa Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para
ulama (Mujtahid) untuk Tenggali hukum-hukum Syara r.hinggu dapat
diamalkan oleh umat Islam.28

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dengan Tuhannya
(Ibadah). Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia
secara luas (Muamalah), Fiqh yang membahas antara hubungan manusia
(lv4uamalah) dapat dibagi lagi menjadi Jinaya (pidana), muna kahat
(perkawinan), mawaris (kervarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah

26 Ahmad Azhar Basyir, Negara dan pemerintahan dalam Islam, Jogjakarta,20b0.
hal47

27 suyuti pulungan, Op, Cit, hal.22
" Muh. Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontektual Dokrrin Hukum Islam, Gaya Media

Pratama, J akarta, 200 1, hal. 2
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(politik keta.ta negaraan), dan Ar-Hakam, Al-Dualiyah (hubungan
internasionai).2e

Dari uraian diatas maka Fiqh Siyasah merupakan bagian daripemahain,an ulama Mujtahid tentang hukum Syariat'r^n* berhubunsan
dengan penaaharnan kenegaraan, r"p"*i dikata.kan aia.putn 

-urh;;;tld;
berasal dari kata 'sasa' yang berarti mengatur, *"n!u*s pemerintahanpolitik, pembuatan kebijaksanaan-kebijakrun-uurr.'Ibn, Qayyim Al Jauziah
mengatakan siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat
kepada kemaslahatan dan terhindar dari kelinuruu.r, meskipun perbuatan
tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyuku, oteh Allah
SwT'30 Ahmad Fathi Bahan.i *"nguiur.an bahwa Siyasah adalah pensurusan
kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai oengan S),uru ii-- 

rv'^b!rl sr."r

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah
bahwa Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Israi ,*;membicarakan pengaturan clan penguusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagiumat manusia itu sencliri yang
digali dari sumber-sumber hukum Islam yhtu n eur'an dan As sunah.
Sayuti pulungan mengatakan Fiqh siyasah atau siyasair Syar,Iah dalam ilmu
yang mempelajari hal ikhwah dan seluk beiuk pengaturan urusan umat dan
Negara dengan segala bentuk hukum, perat'ran dan kebijakr*u* yu.rj
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan 4grg* dasar-iasa. uluru' aui
syariat untuk rnewuj udkan kamaslahatan-umat.3;guung lingkup Fiqi siyasah
rnenurut A1 MawarCi rnembahas bidang_bidang: 3r

l. Siyasah Dusturiyah
2. Siyasah Maliyah
3. Siyasah Qodhoiyah
4. Siyasah Hatbiyah
5. Siyasah Idariyah

(siyasah perundan undangan)
(siyasah keuangan)
(siyasah peradilan)

(siyasah peperangan)
(siyasah adrninistrasi)

Prof.TM. Hasbi Ash Siddiqy membagi bidang Fiqh siyasah kepada g bidang
yaitu:3a

2o Ibid. hal 3
to lbid. hal. +

"'Ibid hal. 5
32 Suyuti Pulungan, Op. Cit. hal.26
" Ibid. hal. 39
to Ibid. hal. 39
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1. Siaysah Dusturiyah Syar'iyah
2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah
3. Siyasah Qodhoiyah Syar'iyah
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah
5. Siyasah Idariyah Syar'iyah
6. Siyasah Khoriyah Svar'iyah
7. Siyasah Taufiedziyah Syar'iyah
8. Siyasah Harbiyah Syar'iyah

IV. PENUTUP

Dari uraian tersebut diat'as dapat disimpulkan sebagai berikut:
l. Bahwa keberadaan manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah yang

diberi amanah untuk mengelola bumi ini dalam rangka Ibadah kepada
Allah SWT.

2. Kodrat manusia adalah berkumpul membentuk suatu masyarakat atau
Negara dalam rangka memenuhi kelangsungan hidupnya.

3. Hubungan antara Negara dan Agama seperti saudara kembar atau dua sisi
mata uang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

4. Islam mengajarkan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan kekuasaan
Negara, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, antara lain sebagai
berikut:
a. Prinsip Amanah
b. Prinsip Musyawarah
c. Prinsip Keaditran
d. Prinsip Persarnaan
e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap H*-hak Asasi
ManL'sia
f. Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin
g. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin
h. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dengan yang dipimpin

berdasarkan saling mencintai
i. Prinsip Ketaatan
j. Prinsip Pemirnpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab
k. Prinsip tclcng-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang

kaya atas yang miskin
L Prinsip Persaudaran
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